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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :92/520/SK/PSP/111/2018
TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH (BANPEM)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS TANAMAN PANGANHORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Bantuan Pemerintah
(Banpem) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan PerkebunanTahun Anggaran
2018perlu ditetapkan Pengawas Lapangan;

b. bahwa yang nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandangcakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;

c. bahwa untuk memenuhi maksud point adan b diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikulturadan Perkebunan Kabupaten
Pesisir Selatan;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang — undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2.  Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok — pokok Kepegawaian;

3.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4386);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perobahan Kedua atas
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

14.

Menetapkan :

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara
Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun
2015;

Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor8Tahun 2016tentangPembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenPesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 29
Desember 2016 tentang Penetapan APBD Tahun 2017,

PeraturanBupatiKabupatenPesisir  Selatan Nomor53Tahun2017tentangPenjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir SelatanTahunAnggaran 2018;

KeputusanBupatiPesisir Selatan Nomor : 900/79/Kpts/BPT-PS/201 tanggal 18
Januari 2018tentangPenunjukanPegawaiNegeriSipilmenjadi Pangguna
Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran,
BendaharaPenerimaan dan Bendahara Pengeluaran
PembantupadaDinasTanamanPanganHortikultura dan Perkebunan KabupatenPesisir
Selatan TahunAnggaran 2018;

KeputusanKepalaDinasTanamanPanganHortikultura dan Perkebunan KabupatenPesisir
Selatan Nomor :01/520/SK-Sekrt/1/2017 tanggal 09 Januari
2018tentangPenunjukanPegawaiNegeriSipilMenjadiPejabatPelaksanaanTeknisKegiatan
(PPTK);

MEMUTUSKAN

KESATU PengawasLapanganKegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem)padaDinasTanamanPangan
Hortikultura dan PerkebunanKabupatenPesisirSelatan
sebagaimanatercantumpadalampiranKeputusaninidengantugas-tugassebagaiberikut :

- Melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Memberikan laporan kepada KPA dan PPTK apabila diindikasikan kemajuan pelaksanaan

pekerjaan dilapangan tidak memperlihatkan kemajuan volume sesuai dengan waktu
pelaksanaan yang telah berjalan.

- Memeriksa dan mensertifikasi keabsahan bobot fisik pekerjaan dilapangan setiap

pengajuan termyn oleh kelompok penerima bantuan pemerintah (Banpem) pelaksana
pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

- Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara kelompok penerima

manfaat dengan Pengelola Kegiatan.



KEDUA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen
Pelaksanaan AnggaranOrganiasasi Perangkat Daerah (DPAOPD)Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan PerkebunanKabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian (Penunjang 08);

KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan
Bantuan Pemerintah (Banpem)Tahun Anggaran 2018selesai dilaksanakan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaikimenurut semestinya;

Ditetapkan di  : Painan
- PadaTanggal - : 9 Maret 2018
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Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
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